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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Negara 

berkembang merupakan negara yang tingkat kesejahteraan materialnya 

masih tergolong rendah. Maka dari itu saat ini Indonesia sedang gencar 

dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sendiri merupakan 

upaya pemerintah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan agar bangsa 

Indonesia tidak tertinggal dari keterbelakangan. Hal ini senada dengan yang 

diungkapkan Benny yaitu, pembangunan adalah upaya sistematis 

melepaskan diri dari keterbelakangan.1 

Dalam pembangunan banyak sekali masalah yang harus dihadapi 

bangsa Indonesia, salah satunya yaitu masalah kemiskinan yang hingga saat 

ini masih menjadi perhatian pemerintah. Karena kemiskinan merupakan 

masalah lama yang di hadapi oleh bangsa indonesia. Kemiskinan masih 

menjadi fenomena yang terjadi di bangsa ini dan masih menjadi bahasan 

terkait penanggulangan kemiskinan tersebut. Kemiskinan menggambarkan 

kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan atau secara lebih 

                                                           
1 Benny H Hoed. Dari Logika Tuyul Ke Erotisme, (Magelang: Yayasan Indonesiatera, 

2010), hal: 11 
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rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan 

dasar manusia, yaitu pangan, papan, dan sandang.2 

Seharusnya kemiskinan yang ada di Indonesia ditanggulangi secara 

serius dan bersama, karena kemiskinan bukan hanya masalah pribadi seperti 

belum tercukupinya sandang, pangan, dan papan dan kemiskinan bukan 

hanya masalah pemerintah saja akan tetapi kemiskinan merupakan masalah 

bersama. Karena masyarakat yang masih berada digaris kemiskinan 

mencakup mereka yang berpendapatan rendah atau tidak berpendapatan. 

Hal ini senada dengan yang di ungkapkan Hidayat, yaitu seseorang dapat 

dikatakan miskin apabila pendapatannya berada dibawah tingkat minimum 

untuk memenuhi kebutuhan dasar, tingkat upah minimum ini yang disebut 

garis kemiskinan.3  

Untuk menanggulangi kemiskinan diharapkan kesadaran semua 

rakyat Indonesia untuk saling membantu sesama, agar masalah kemiskinan 

yang terjadi di negara Indonesia dapat berkurang. Manusia dapat hidup lebih 

baik jika mereka mempunyai kemauan untuk berusaha. Selain itu, Allah 

SWT juga menegaskan melalui firmannya jika umat manusia tidak boleh 

bermalas malasan. Dan Allah SWT memerintahkan manusia untuk 

                                                           
2 Ardianto Bhinadi. Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal: 09 
3 Wahyu Hidayat. Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan 

Ekonomi, Disparitas Pendapatan Dan Kemiskinan di Jawa Timur, (Malang: Universitas 

Muhammadiyah, 2017), hal: 31 
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senantiasa bekerja untuk memperoleh rezeki. Hal tersebut ditegaskan dalam 

QS Al Jumuah (62): 10.4 

لََةُ  يَتِ قضُِ  فَإذِاَ ِ  فَضْلِ  مِنْ  وَابْتغَوُا الْْرَْضِ  فيِ فاَنْتشَِرُوا الصَّ َ  وَاذْكُرُوا اللَّّ   اللَّّ

تفُْلِحُونَ  لعََلَّكُمْ  كَثِيرًا  

Artinya:  

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu dibumi, carilah 

karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” 

Penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat meningkatkan taraf 

hidup masyarakat miskin. Untuk melaksanakan progam penanggulangan 

kemiskinan dan pembangunan ekonomi, perlu adanya pemaduan antara 

kebijakan-kebijakan dan progam pembangunan ekonomi yang tersebar 

diseluruh wilayah. Masyarakat dan pemerintahan diharapkan 

memperhatikan masalah yang  ada dan peka terhadap potensi suatu daerah 

untuk di kelola. Karena potensi yang ada di daerah bisa jadi sumber 

ekonomi yang bisa mengurangi angka kemiskinan. 

Negara mempunyai peranan langsung dalam peningkatan 

kesejahteraan rakyatnya, yaitu yang dilaksanakan melalui upaya pemerintah 

dalam menanggulangi kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Banyak 

progam yang telah dibuat pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan 

seperti raskin (beras miskin), bantuan langsung tunai (BLT), IDT (inpres 

                                                           
4 Departemen Agama RI. Al-Qur’an Mushaf & Terjemah: Khodijah, (Tangerang: Panca 

Cemerlang, 2010), hal: 554 
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desa tertinggal), dan lain sebaginya. IDT ini bertujuan untuk 

memberdayakan masyarakat, mendorong struktur perubahan masyarakat, 

membangun kapasitas masyarakat melalui pengembangan, peningkatan dan 

pemantapan kondisi sosial ekonomi.5 

Selain progam tersebut pemerintah juga mengeluarkan progam 

penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) yang berdiri sejak 1999-

2006.  progam P2KP ini di nahkodai oleh BKM (Badan Keswadayaan 

Masyarakat). Berbeda dengan peran pemerintahan dalam penanggulangan 

kemiskinan, badan keswadayaan masyarakat ini merupakan organisasi semi 

pemerintahan yang berangkatnya dari relawan yang beranggotakan 

perwakilan dari masyarakat setempat yang bergerak secara mandiri tanpa 

digaji oleh pemerintahan. Hal ini telah dijelaskan dalam pedoman PNPM 

mandiri yaitu BKM adalah kepemimpinan kolektif dari organisasi 

masyarakat warga suatu kelurahan yang anggota-anggotanya dipilih 

bedasarkan kriteria kemanusiaan , sehingga berperan secara penuh sebagai 

pemimpin masyarakat warga.6 Masyarakat warga adalah terjemahan dari 

civil society, yaitu himpunan masyarakat yang diprakarsai dan dikelola 

secara mandiri, yang dapat memenuhi kebutuhan atau kepentingan bersama, 

memecahkan persoalan bersama atau menyatakan kepedulian bersama 

dengan tetap menghargai hak orang lain untuk berbuat yang sama dan 

                                                           
5 Gunawan Sumodiningrat. Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat, 

(Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1996), hal: 59-60 
6 PNPM Mandiri Modul Khusus Fasilitator Pelatihan Dasar 2: Membangun BKM/LKM, 

(Departemen Pekerjaan Umum Direktoran Jenderal Cipta Karya), hal: 03 



5 
 

 
 

tetapmempertahankan kemerdekaannya (otonomi) terhadap institusi negara, 

keluarga, agama, dan pasar.7  

Sejak tahun 2007-2014 progam P2KP ini berubah nama menjadi 

PNPM (Progan Nasional Pembangunan Masyarkat) Mandiri Perkotaan. 

Pada tahun 2015 progam PNPM Mandiri Perkotaan berganti dengan progam 

kota tanpa kumuh (KOTAKU). Sebenarnya inti dari ketiga progam ini sama 

saja, dan hanya fokusnya yang berbeda. Pada progam KOTAKU ada tiga 

progam tridaya dilaksanakan, yaitu lingkungan tanpa kumuh, ekonomi 

bergulir, dan sosial.  

Dalam progam lingkungan tanpa kumuh, BKM menangani 

pembangunan serta penanganan pemukiman kumuh. Akan tetapi dalam 

desa Sumberejo Wetan ini progam lingkungan tanpa kumuh di alokasikan 

ke pavingisasi. Hal ini berbeda dengan desa lainnya seperti desa Ngunut 

yang melakukan pembangunan saluran air (got). Karena dalam desa 

Sumberejo Wetan lingkungannya belum tergolong lingkungan kumuh. 

Selain pavingisasi biasanya di desa Sumberejo Wetan ini untuk menjaga 

kebersihan lingkungannya diadakan kerja bakti bersih lingkungan setiap 

satu bulan seakali. 

Dalam ekonomi bergulir terdapat progam bantuan kredit modal 

usaha bergulir untuk upaya peningkatan pendapatan untuk mengurangi 

kemiskinan. Bantuan dana bergulir ini dikelola secara madiri oleh kelompok 

masyarakat agar kelompok masyarakat tersebut mendapatkan keuntungan, 

                                                           
7 Ibid., 
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dana bisa berkembang dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Bantuan 

dana sebagai modal usaha merupakan suatu stimulan untukmempercepat 

perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Penggunaan dana sepenuhnya 

menjadi kewenangan masyarakat  sesuai dengan budaya setempat dan 

dalam batas kemampuan pelaksanaan oleh anggota-anggota masyarakat 

yang bersangkutan.8 

Sedangkan dalam bidang sosial terdapat progam pelatihan 

kreativitas untuk rakyat miskin. Pelatihan ini bertujuan untuk 

pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah sebuah proses 

penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformative, parsitipatif 

dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani 

berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup 

sesuai dengan harapan.9 Pemberdayaan dengan cara pelatihan ketrampilan 

ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mengurangi 

kemiskinan. Di desa Sumberejo Wetan ini selain progam pelatihan juga 

diadakan progam kambing bergulir. Kambing bergulir ini ditujukan untuk 

masyarakat miskin. 

Fakta yang ada di desa Sumberejo Wetan, orang yang dianggap 

miskin bukan karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, 

akan tetapi faktanya orang dianggap miskin karena tertinggal dari standar 

hidup yang ada dilingkungan sekitarnya. Misalnya di desa Sumberejo 

                                                           
8 Gunawan Sumodiningrat. Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat, 

(Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1996), hal: 62 
9 Wuradji. Metodologi Pengembangan Masyarakat, ( Yogyakarta: Teras, 2009), hal: 03 
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Wetan ini atap rumah adalah genteng, akan tetapi masih ada keluarga yang 

atap rumahnya asbes, dan ada lagi gaya hidup dan pendidikan seseorang 

yang masih rendah, padahal mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. 

Akan tetapi di desa Sumberjo Wetan ini penduduk yang seperti itu di 

golongkan dalam penduduk miskin menurut pendataan penduduk karena 

saat di data mereka mengaku masih belum cukup untuk kebutuhannya.  

Bedasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten 

Tulungagung pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin sebanyak 

304.518.10 Desa Sumberjo Wetan adalah salah satu desa yang ada di 

kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yang mayoritas penduduknya 

adalah kaum buruh. Bedasarkan wawancara ke salah satu anggota BKM 

yang juga perangkat desa, di desa Sumberjo Wetan terdapat 151 KK 

penduduk miskin dari 740 KK yang tersebar diberbagai RT/RW. Data 

tersebut bisa dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Badan Pusat Statistik. https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2018/04/20/2070/ 

garis-kemiskinan-indeks-kedalaman-kemiskinan-p-dan-indeks-keparahan-kemiskinan-p-kabupaten 

-tulungagung-2013-2016.html. Diakses Pada Hari Minggu, 23 Oktober 2018 Pukul 19.00 

https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2018/04/20/2070/%20garis-kemiskinan-indeks-kedalaman-kemiskinan-p-dan-indeks-keparahan-kemiskinan-p-kabupaten%20-tulungagung-2013-2016.html
https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2018/04/20/2070/%20garis-kemiskinan-indeks-kedalaman-kemiskinan-p-dan-indeks-keparahan-kemiskinan-p-kabupaten%20-tulungagung-2013-2016.html
https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2018/04/20/2070/%20garis-kemiskinan-indeks-kedalaman-kemiskinan-p-dan-indeks-keparahan-kemiskinan-p-kabupaten%20-tulungagung-2013-2016.html
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Tabel 1.1 

Data Jumlah Penduduk Miskin Bedasarkan Pemetaan Swadaya BKM 

Mugi Lestari Di Desa Sumberejo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten 

Tulungagung Tahun 2016 

 

NO 

 

RT/RW 

Kategori Kemiskinan Jumlah 

Penduduk 

Miskin/KK 

Kemiskinan 

Sosial 

Kemiskinan 

Ekonomi 

Kemiskinan 

Lingkungan 

1 01/01 5 4 2 11 

2 02/01 4 9 2 15 

3 03/01 1 6 - 7 

4 01/02 6 13 1 19 

5 02/02 2 3 - 5 

6 03/02 10 16 2 28 

7 01/03 4 6 - 10 

8 02/03 5 10 - 15 

9 03/03 4 6 1 11 

10 01/04 3 8 3 14 

11 02/04 - 4 - 4 

12 03/04 5 8 - 13 

JUMLAH 49 93 11 151 

Sumber: Sekretaris BKM “Mugi Lestari”, 24 September 2018 

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penduduk di Desa Sumberjo 

Wetan masih banyak yang berada di garis kemiskinan sebanyak 20,4% dari 

jumlah total 740 KK. Kemiskinan di Desa Sumberejo Wetan ini mengalami 

penurunan seberar 16,5% dari tahun 2013-2016. Hal tersebut dapat dilihat 

dari tabel 1.2  
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Tabel 1.2 

Data Jumlah Penduduk Miskin Bedasarkan Pemetaan Swadaya BKM 

Mugi Lestari Di Desa Sumberejo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten 

Tulungagung Tahun 2013 

 

NO 

 

RT/RW 

Kategori Kemiskinan Jumlah 

Penduduk 

Miskin/KK 

Kemiskinan 

Sosial 

Kemiskinan 

Ekonomi 

Kemiskinan 

Lingkungan 

1 01/01 12 9 6 27 

2 02/01 9 11 4 24 

3 03/01 6 8 1 15 

4 01/02 8 18 3 39 

5 02/02 3 5 - 8 

6 03/02 14 23 4 41 

7 01/03 5 9 - 14 

8 02/03 13 12 - 25 

9 03/03 6 8 3 17 

10 01/04 7 13 7 27 

11 02/04 2 9 - 11 

12 03/04 6 14 - 20 

JUMLAH 91 139 28 268 

 

Dalam tabel 1.2 dapat dilihat tingkat kemiskinan sebanyak 36,9% 

dari 726 KK. Di Desa Sumberejo Wetan ini termasuk standar kemiskinan 

pedesaan karena Sumberejo wetan ini merupakan wilayah pedesaan. Maka 

dari itu kemiskinan di Desa Sumberejo Wetan harus segera ditanggulangi. 

BKM sebagai pimpinan kolektif masyarakat dapat menjadi alternatif pilihan 
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bagi masyarakat, sebagai lembaga yang menjadi motor penggerak dalam 

penanggulangan kemiskinan yang dibutuhkan masyarakat. 

Bedasarkan uraian latar belakang diatas, maka timbul keinginan dari 

penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Badan 

Keswadayaan Masyarakat Mugi Lestari Dalam Penanggulangan 

Kemiskinan Di Desa Sumberejo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten 

Tulungagung” 

B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana progam penanggulangan kemiskinan di Desa Sumberejo 

Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung? 

2. Apa peran badan keswadayaan masyarakat mugi lestari dalam 

penanggulangan kemiskinan di Desa Sumberejo Wetan Kecamatan 

Ngunut Kabupaten Tulungagung? 

C. Tujuan Penelitian 

Bedasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai adalah: 

1. Secara umum penelitian ini bertujuan mendeskripsikan progam dalam 

penanggulangan kemiskinan di Desa Sumberejo Wetan Kecamatan 

Ngunut Kabupaten Tulungagung. 
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2. Secara khusus penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran badan 

keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Desa 

Sumberejo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. 

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah 

Bedasrkan latar belakang diatas dapat di identifikasikan masalah 

sebagai berikut: 

1. Yang pertama yaitu progam penanggulangan kemiskinan di Desa 

Sumberejo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. 

2. Yang kedua yaitu peran badan keswadayaan masyarakat mugi lestari 

dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Sumberejo Wetan 

Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. 

Dengan melihat identifikasi masalah yang ada, maka peneliti 

membatasi masalah agar pokok pembahasannya tidak terlalu meluas dan 

agar bisa memberi bahasan yang sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Peran BKM sangat penting dalam penanggulangan kemiskinan guna 

mewujudkan kesejahteraan sehingga angka kemiskinan bisa turun. 

Adanya progam penanggulangan kemiskinan yang diadakan BKM 

Mugi Lestari maka diharapkan BKM Mugi Lestari dapat menjalankan 

perannya secara maksimal. Dengan adanya penelitian ini diharapkan 

dapat menunjukkan peran BKM Mugi Lestari dalam penanggulangan 
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kemiskinan di Desa Sumberejo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten 

Tulungagung. 

2. Secara praktis 

1) Bagi Badan Keswadayaan Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai ukuran apakah 

pelaksanaan progam BKM sudah sesuai rencana atau belum. 

2) Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan refrensi teoritis atau 

rujukan, dan tambahan pustaka untuk perpustakaan IAIN 

Tulungagung sebagai pengembangan keilmuan khususnya bidang 

ekonomi pembangunan. 

3) Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru serta  

dapat dijadikan refrensi kajian terdahulu dalam penelitian 

selanjutnya. 

F. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian ini perlu adanya penegasan istilah dari judul yang 

peneliti angkat. Penegasan istilah ini ditujukan untuk menghindari 

perbedaan penafsiran agar di dapatkan kesamaan pemahaman. Penegasan 

istilah sebagai berikut: 
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1. Secara Konseptual 

a. Pembangunan Ekonomi 

Ekonomi pembangunan adalah suatu bidang studi dalam ilmu 

ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di 

negara-negara berkembang yang seterusnya di namakan negara 

berkembang dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk 

mewujudkan pembangunan ekonomi.11 

4) Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan keterbatasan yang disandang oleh 

seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas atau bahkan sebuah 

negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, 

terancamnya penegakan hukum dan keadilan, terancamnya posisi 

tawar dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi serta suramnya 

masa depan bangsa dan negara.12 

5) Badan Keswadayaan Mayarakat 

BKM merupakan singkatan dari badan keswadayaan masyarakat. 

BKM ini juga sering disebut dengan LKM yaitu lembaga 

keswadayaan masyarakat. Pada hakikatnya BKM/LKM itu adalah 

organisasi yang sama. BKM/LKM adalah kepemimpinan kolektif 

dari organisasi masyarakat warga suatu kelurahan yang anggota-

                                                           
11 Sadono Sukirno. Ekonomi Pembagunan: Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan, 

(Jakarta: Kencana: 2006), hal: 04 
12 Suwandi. Desentralisasi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, 

Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, Dan Kesejahteran Di Kabupaten/Kota Induk Provinsi 

Papua, (Yogyakarta: Depublish, 2015), hal: 80 
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anggotanya dipilih bedasarkan kriteria kemanusiaan, sehingga 

berperan secara penuh sebagai pemimpin masyarakat warga.13 

2. Secara Operasional 

Penelitian “Peran Badan Keswadayaan Masyarakat ‘Mugi 

Lestari’ Dalam Penanggulangan Ekonomi Di Desa Sumberjo Wetan” 

dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pran BKM dalam 

menanggulangi kemiskinan yang ada di desa. 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memudahkan penulisan penelitinian ini, maka diperlukan 

sistematika penulisan skripsi. Adapun perincian sistematika penulisan 

skripsi sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, identifikasi masalah dan batasan masalah, 

manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika skripsi. 

BAB II  Landasan Teori 

Bab ini terdiri dari teori yang membahas ekonomi 

pembangunan, kemiskinan, badan keswadayaan masyarakat, 

penelitian terdahulu, kerangka berfikir. 

                                                           
13 PNPM Mandiri Modul Khusus Fasilitator Pelatihan Dasar 2: Membangun BKM/LKM, 

(Departemen Pekerjaan Umum Direktoran Jenderal Cipta Karya), hal: 03 
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BAB III Metode Penelitian 

Bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi 

penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. 

BAB IV Hasil Penelitian 

Bab ini terdiri dari hasil penelitian yang berupa paparan data 

atau temuan penelitian 

BAB V Pembahasan Hasil Penelitian 

   Bab ini berisi pembahasan data dari hasil penelitian. 

BAB VI  Penutup 

Bab ini terdiri dari kesimpulan pembahasan penelitian dan 

saran. 



 
 

 
 

  


